
penghapusan denda."
Menurut Aari, berdasar

kan regulasi, penunggak
pajak dikenai denda sebe
sar 2' persen dari nominal
pajak yang' dibebankan.
Namun peinutihan denda
pajak kali itu hanya diber
lakukan sampai akhir De
sember mendatang. "Selan
jutnya akan diberlakukan
normal kembali," ujarnya.
Aan menerangkan, in-

Klipping Media Massa

BEKASI- Badan Pendapatan
Daerah Kota Bekasi, Jawa
Barat, mencatat potensi
pajak bumi dan bangunan
tak terbayar di wilayah
tersebut mencapai Rp 439
miliar selama lima tahun
belakangan. Para penung
gak pajak diharapkan
segera melunasiriya karena '
diberi kompensasi peng
hapusan denda sampai
dengan akhir Desember
tahun ini.
"Adasekitar 406ribu wa

jib pajak yang menunggak
PBB," kata Kepala Badan
Pendapatan Daerah Aan
Suhanda kemarin. "Kami
mengimbau wajib pajak
segeramelunasi kewajiban
nya karena ada kompensasi

pat memenuhi pendapat
an hingga Rp 2,4 triliun
sesuai dengan target yang
tercantum dalam Ang
garan Pendapatan dan
Belanja daerah (APBD)
2018.Walhasil, pada APBD .
Perubahan 2018, target itu
diturunkan menjadi Rp 2,2
triliun. "Penerimaan dari
piutang pajak itu untuk
.menutup (kekurangan) jika
target pendapatan tak ter-
capai." {
WaliKota Bekasi Rahmat

Effendi jnengungkapkan,
kirrerja aparat pemerintah
an sempat menurun selama
terjadi kekosongan pimpin-
-an definitif setelah pemilih
. an kepala daerah. Kondisi
tersebut membuat target
pendapatan yang ditetap
kan, sebesar Rp 2,4 triliun,
tak bisa tercapai. Itu sebab
nya, dalam tiga bulan hing
ga akhir tahun anggaran,
pemerintah daerah kem
bali menggenjot capaian
pendapatan. "Mengurangi
beban dan meningkatkan
pendapatan," ujar Rahmat.

• ADIWARSotro

target piutang kami usaha
dulu (menagih) karena ada
jaminan denda nol persen,"
tuturnya. -
Karya menjelaskan, ada

.dua macam klasifikasi pe
nunggak pajak, yaitu pe
nunggak pajak di bawah
Rp 2 juta dan di .atas Rp
2 juta, Ia mencontohkan,
di wilayah Jatisarnpurna,
penunggak pajak di bawah
Rp 2 juta mencapai 17.383,
sedangkan yang di atas Rp
2 juta sebanyak 1.352.
Adapun Ketua Komisi I

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi Choi
rumanJuwono Putromenya
takan pesimistis penagihan
PBB dengan cara mengha
'pus denda bisa mencapai
Rp 20Qmiliar. Dia menu
turkan, target tersebut
lebih dari separuh target
penerimaan PBB selama
setahun. "Ini (menghapus
denda PBB) salah satu cara
pemerintah untuk menam
bah nilai pendapatan,"
ucapnya.
Menurut Choiruman,

pemerintah daerah tak da-

stansinya telah menerjun ra itu ditempuh supaya1
kan ratusan petugas untuk tak terjadi pelanggaran
memberikan suratpenagih- hukum.
an kepada para penunggak Sekretaris Badan Penda
PBB di seluruh wilayah . patan Daerah Kota Bekasi
Kota Bekasi. Penunggak Karya Sukmajaya menga
PBB didominasi wajib pa- takan target pendapatan
jak pribadi. Sedangkan daerah dari PBB tahun
penagihan untuk wajib ini dipatok sebesar Rp 340
pajak perusahaan yang me- miliar. Menurut dia sam
nunggak instansinya meng- ~ pai akhir September lalu,
gandeng Kejaksaan Negeri realisasi penerimaan sudah
Bekasi ..Dia beralasan c....a_..-_;;;.m~elebihi65 persen. "Untuk

Bekasi Hap-us~enda
Tunggakan'

Pajal( Bumi dan Bangunan
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